r—"~———-"“ I diperlukan Layanan Pengadaan yang transparan dan

g

| BUPATI BOALEMO
_PROVINSI GORONTALO

' PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR %6 TAHUN 2018

TENTANG

: KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
' | KABUPATEN BOALEMO

L ' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Meﬁimbéng . a. bahwa dalam ‘rangka - melaksanakan kegiafgn pengadaan

baraﬁg/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

r\;’; i fﬂx;: \ "Q;;:ﬁ;?g'i{‘{g[ akuntabel serta ménjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan

l 5

pengadaan barang/jasa yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang

yimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati -

-._tenténg Kode " Etik Layanan 'Pe'ngadaa'n Barang/Jasa -
‘Pemerintah Kabupaten Boélemo; |

Mengmgat Do Undéng-Undang Nomor 50 Tahun 1_999 t_entang.Pembentukan

.
g o M

?ﬁ%‘?@ﬁi‘ai‘ 5 g{“‘a“ AR fﬂg Kabupaten Boalemo (.L'embaran Negara Republik Indonesia '
P DL - |Tahun 1999 Nomor 178, TambahanLembaran Negara
v s —— Republik Indonesia Nomor .3899), sebagaimana telah diubah - -

gﬁ%@ﬁ\ - ~ idengan Undang-Undang Nomor 10 'I‘ahun 2000 tentang . .'
i s\ g— '

'ierubahan Atas Undang—Undang 50 Tahun 1999 Tentang

embentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, 'Tafnbahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nornor 3965); . -

. Undang Undang ' Nomor 28 Tahun 1999 " tentang

| Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korup51

Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Repubhk_lndonema
Nomor 3851); | |

. Un.da'ng—Undang'No'mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); | |

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 "_tenténg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5); |

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanganr Negara .(Le'mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Negara Repubhk Indone31a Nomor 4400]

. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informam dan

Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4843); '

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaén

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomorj
4846);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembéntukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk
- Indones1a Tahun - 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
': Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); ‘

) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

/




_Nomor.ﬁ, Tambahan Lembaran Neg’ara' Republik Indonesia .
. Nomor 5494); = - B |

- 10.

'U’n'dang-Undang Nomor 23 Tahun:2014 ’éentang Pélherintahan = e

'_ _-_Daerah (Lernbaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014

e Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua-: '

Nomor 5587),. sebagalmana telah dlubah beberapa kah'i.

o it terakhlr ‘dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
" tentang Perubahan Kedua Atas Undang ~ Undang Nomor 23 _

" Tahun 2014 'I‘entang Pemermtahan Daerah (Lernbaran Negara-
L Repubhk Indone31a 'I‘ahun 2015 Nomor 58 Tambahan

o Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 5679}

-11:

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnis:trasi"."'

B Pemermtahan (Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun- |
. 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

| _ Indones1a Nomor 560 1);

12,

Peraturan Pemermtah Nomor 42 Tahun 2004 tentang.

o Pembmaan lea Korps Kode Etlk Pegawal Negeri Sipil -

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor .

- 142, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indones1a Nomor :

13

e 4450L

. Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang'

: Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk_;:

Indonesua Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran N

- Negara Repubhk Indone31a Nomor 457 8),

14,

‘Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 te'nta'ng Pegawai o

Negerl Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun

_. __15;
Pemleuan Presta31 Kerja Pegawal Negerl S1p11 (Lemb_a_ré_gn [
'_'Negara Repubhk Indone31a Tahun 2011 “Nomor 121, .-

2010 Nomor 74, ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk "

IndoneSIa Nomor 5 1 53) ;

Peraturan Pemermtah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone51a Nomor |
“5258L | | |

p




- 16.

Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 teritang_j_ _

Manajemen Pegawai Negeri S1p11 (Lembaran Negara Republik

"Indonema Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan Lembaran i
| Negara Repubhk Indone51a Nomor 6037) |

o Bai'ang' / Jasa 'Pemerintah (Lembara_n Negara Republik - |

18,

. Pe_raturan-Presiden Nom_or 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan -

Indonema Tahun 2018 Nomor 33);

'Peraturan Menterl Dalam Negerz Nomor 13 Tahun 2{)06

" tentang - Pedoman Pengelolaan Keuangan | Daerah

sebagalmana telah’ diubah beberapa kah terakhlr dengan L

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011

3 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negerl Nomor 13 ’I‘ahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

' Keuangan Daerah’ (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun _

10
L _tentang 'Pembi_ént'ukan '_ Produk Hukum Daerah (Berita Negara -
o Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); |

20.
" tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

© 302);

21,

2011 Nomor 310),

Peratu’rari Menteri Dalé_.m Negeri Nomor 80 Tahun 2015

‘Peraturan Daerah Ka'bupat.e'n Boalemo Nomor 5 Tahun 2016

: (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor-

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011

o tentang Pokok - ‘Pokok Pengelolaan Keuaﬁgan Daerah .

Y '(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 201 1 Nomor 2

S Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor'"

22,

171);

Peraturan Bupatl Boalemo Nomor 54 Tahun 2016 tentang-,‘_

_ '.Kedudukan Susunan Orgamsas.t Tugas Fungsi Dan Tata
o o Kerja_Sekretanat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo
. Tahun 2016 Nomor 599); B




-MEMUTUSKAN :

' Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG_. KODE ETIK

LAYANAN ~PENGADAAN  BARANG/JASA  PEMERINTAH
- KABUPATEN BOALEMO;

' BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

_Dalam Peraturan Bupatl m1 yvang dimaksud dengan :

1

‘Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP, adalah unit
organisasi Pemenntah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan

barang/j jasa di daerah yang bersifat permanen dapat berdiri sendm atau

E melekat pada unit yang sudah ada.
.- Kode Etik Personil ULP, yang selanjutnya disebut kode etik, adalah

' pedomah sik’ép, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
Kepala 'daerah_ adal.ah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaks.anaan urusan pemerintahan yang m.enjadi
kewenangan daerah otonom. ' |

Kepala ULP adalah kepala yang membidangi pengadaan barang /jasa.

. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP
‘adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

- pengawasan intern (internal ai_tdit) di lingkungan Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah.

. Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh

. barang/jasa yang dimulai dari tahapan perencanaan kebutuha_n sampai

dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mémperoleh

barang/jasa.

. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha afau perseorangan. yang.

- memiliki  kemampuan untuk menyediakan  barang/pekerjaan

konstruksi/ di bidang jasa konsultasi/jasa lainnya.
Personil pengadaan barang/jasa adalah semua personil terkait dengan

pengadaan barang/jasa yang memiliki atau yang belum memiliki




Sert1fikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang mela_ksanakan dan

membantu pengadaan barang/jasa.

. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

) bergérak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan,

:dlgunakan atau dimanfaatkan pengguna barang

10.

Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahhan _

' tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah

~ pikir dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang feiah_

11.

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. _
Dokumen pengadaaan adalah semua dokumen yang ditetapkan oleh

ULP yang didalamnya memuat informasi dan ketentuan yang har'u's'_

* ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan |
dari/ atau findakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan
barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.

Terlapor adalah pengelola pengadaan barang/jasa yang d1duga
melakukan pelanggaran kode etik.

Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan
peratﬁran perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang
berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran
kode etik. _

Saksi. adalah adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan -
guna kepentingan pemeriksaanr tentang suatu pelanggaran kode etik
yang ia dengar sendiri, ia Iihat Sendiri dan ia alami sendiri.

Pehgaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang
disertai permintaan oleh pihak yang berképentingan kepada kepala ULP
yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap personil yang
diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Temuan adalah pelanggaran yang dltemukan oleh kepala ULP, pengelola
pengadaan barang/jasa atau plhak lain.

Majelis etik pengelola pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut - -

Komisi Etik adalah majelis Yang bertugas melakukan penegakan,

pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik.




BABI
NILAI DASAR DAN TUJUAN
L ~ Bagian Kesatu- o

 Nilai Dasar

i _ | Pasal 2 _
N11a1 dasar yvang harus dijunjung tinggi oleh personil ULP mehputlz
a Integmtas, dan ' '
b Professmnal
| | * Bagian Kedua
‘Tujuan

_ Pasal 3 |
- {1} Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan
' kredibilitas Personil ULP dengan bertindak jujur, niandiri, tidak
berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
'(2] Personil ULP wajib menyesuaikan praktik maupun perilaku dalam
: rﬁenjalankan jabatan atau tugas dengan kode etik ini.

BAB m
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 4
(1) Personil ULP dalam melaksanakan peker]aannya wajlb menerapkan
prinsip-prinsip sebagal berikut: '
a. efisien;
b. efektif
C. transparan,
d. terbuka;
e. bersalng,
f. adll/ tidak dlsknmlnatlf dan
g. akuntabel.



- {2) Makna dari prmsap sebagalmana yang dimaksud - pada ayat ( 1); -
| mehputl R S | e

" a. Efisien mempunyaz makna bahwa pengadaan bai‘ang/Jasa harus_.'
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang mlmmum._

. untuk mencapa1 kuahtas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan -

atau menggunakan dana yang ‘telah dltetapkan untuk mencapa1
_ "hasﬂ dan sasaran dengan kualltas yang maksr.mum | '

b. .Efektlf mempunyai - makna bahwa pengadaan barang/ jasa harus -

sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah dltetapkan serta
 memberikan manfaat yang sebesar—besamya, L

o Transparan mempunyal makna bahwa semua ketentuan dan -
informasi pengadaan barang/jasa bers1fat jelas dan dapat d1ketahu1'
oleh penyedia barang/ jasa yang bermmat serta oleh masyarakat

- _pada umumnya; ' _ :

.' d. :Terbuka mempunyal makna bahwa pengadaan/ jasa dapat dukutl
oleh semua penyedla barang/ jasa yang memenuhi persyaratan atau .
kntena tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; |

€. Bersamg mempunya.l makna bahwa pengadaan barang/_]asa harus-:_

'dllakukan melalm persamgan yang sehat dlantara sebanyak :

mungkin penyedla : barang/;a_sa yang setara _dan. meme_nuh;
p'érsyaratan sehingga ﬁapat dipefoleh barang/ jasa' yang ditawarkan |
secara . kompetmf dan tidak ada intervensi- yang mengganggu
terc1ptanya mekamsme pasar dalam pengadaan barang/ jasa;’

f. Adll/ tidak - diskriminatif “mempunyai makna bahwa memberlkan’ ;
perlakuan yang sama bag1 semua calon penyedla barang/Jasa dan
tldak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada plhak _
tertentu dan tetap memperhatlkan kepentmgan masyarakat dlatas |
segalanya _ _ .

g Akuntabel mempunyal makna bahwa harus sesuai dengan aturan
dan ketentuan ya.ng terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehmgga |

dapat dlpertanggung Jawabka.n,




" Bagian Kedua
Etika Pengadaan -

: _ . Pasal 5 _ . _
(1) Kode etlk ini menglkat bag1 persoml ULP dan/atau kelompok kerja
o yang bertugas dalam. pengadaan barang/ jasa. '
(2]'_”' Persoml ULP dalam pelaksanaan pengadaaﬁ barang/ _]asa harus
' mematuhi etika sebagal berikut: _
__-a rnemehhara dan rnenmgkatk:an keutuhan, kekompakah_ antar -
' personll ULP; |
" b. menghargeu perbedaan pendapat ;
. C. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak
| benar; - _ ' _ _ _
d. mélaksanakar_z tug-as' dan weweh_ang secara tertib, disertai rasa.
| tanggting jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan
' tercapalnya tujuan pengadaan barang/;asa, | .
e membangun etos kelja untuk menmgkatkan kmer_]a ULP;

f. bekerja secara profesional dan mandlrl, serta -menjaga kerahasiaan -
'--dok'uffxen pehga‘daian baréng/ jasa yang menurut 'sifathya harus
dlraha31akan ‘untuk mencegah terjadinya. penylmpangan dalam

pengadaan barang/ Jasa _
.: g menerima dan bertanggung jawab atas segala- keputusan yang |
| dltetapkan sesuai dengan kesepakatan tertuhs para p1hak _ .
- h. patuh. terhadap penntah atasan yang sesuai dengan peraturan
perundang—undangan,
| :.i. mengutamakan kepentmgan negara dengan membenkan pelayanan |
| kepada masyarakat sebalk bajlmya dan tldak mencari keuntungan
' '.semata _ '
_] menjaga data dan 1nforma31 yang d1raha81akan menurut peraturan. -
o 'perundang-undangan
| k menghmdarl dan mencegah terjadinya pertentangan kepentmganl , :
para pihak yang terkait, . ba_lk secara langsung maupun tidak o
-1angsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
" .  1. melaporkan kepada pimpinan/atasan secara tertulis apablla ada

"kerabat/ keluarga yang mengikuti pengadaan barang/ Jasa




@

@

personll ULP yang bersangkutan harus melakukan inventarisasi - .

oY

_ @
_ kepada Kepala Daerah.

- m. menghmdan dan mencegah ter;]admya pemborosan dan kebocoran._
| _ keuangan negara dalam ‘pengadaan barang/ jasa;

(1. menghlndan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau |
| _kolus1 dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau -
) plhak laln yang secara iangsung atau tidak langsung merugikan
':. negara; _ - |
. tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi -
o atau menerima hadiah" ‘imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja " _
.dan atau kepada mapapun yang diketahui atau patut dlduga o
o -berkaltan dengan pengadaan barang/jasa; |
. tidak melakukan penylmpangan standar operasmnal prosedur _
;tldak melakukan kegxatan apapun dalam upaya - untuk f.: -
'menguntungkan salah satu pihak; ' o
Apabila terjadi pertemuan dan /atau’ pemblcaraan dengan penyedla'
_ barang/j jasa p_ersoml ULP wajib membuat laporan ter_tu_hs kepada :
Komisi Etik; - ' | | ) ' | g
Apabﬂa dalam melakukan tugasnya terdapat pelanggaran terhadap

peraturan terka1t pengadaan barang/ jasa secara tldak sengaja,

penha.l prosedur yang terlewau untuk kemud1an melaporkannya :_'
secara tertuhs kepada Komlsl Etlk serta. d1tuangkan dalam Berita -

' Acara

BAB IV
KOMISI ETIK
‘Bagian Kesatu

) Pérﬁbentukan -

- Pasal 6

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik persoml ULP
dibentuk Komisi Etik yang bersifat adhoc. _ '
_K0m131 Euk Sebagalmana dimaksud pada ayat (l) bertanggung Jawab




~ Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 7
(1) Keanggotaan Komisi Etik sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 6
| bezjumlah gan_}ﬂ yvang terdiri atas:
~a. Ketua Komisi;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota I;dan
e. Anggota II. _ _
(2) Jabatan keanggotaan Komisi Euk sebagaimana dlmaksud pada ayat(l)
o sebaga1 berikut:
‘Ketua Komisi dijabat oleh Sekretaris Daerah:
'Wakll ketua komisi dijabat oleh Kepala Badan- Kepegawa.zan Daerah;
Sekretaris dijabat oleh Kepala Inspektorat; '
.. Anggota ] dijabat oleh Kepala Bagian ULP;
~e. Anggota Il Kepala Bagian Hukum. '

2 '.O-. e P

(3) Jlka ada anggota Komisi Etik yang melakukan pelanggaran kode et1k
maka harus dilakukan pemberhentlan dan penggannan

(4) Anggota penggantl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mermhkz _
pangkat atau jabatan yang setingkat dengan pangkat atau Jabatan.'
anggota yang digantikan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 8
Komisi Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas perilaku

personil ULP berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 9
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisi Etik dilakukan oleh Kepala

Daerah;

d




(2) Pengangkatan dan pemberhentian_Komisi Etik sebagaimana dimaksud

i pa'd_a ayat (1) ditetabkaﬂ‘dengan Keputusan Kepala Daerah'. ;

. Pasal 10

'Anggota K0m1s1 Etik dapat diberhentikan sebelum perzode rnasa tugasnya
berakhlr apabﬂa ' ' o
- a. pens1un

b, dlmuta31 atau d1berhent1kan dari Jabatan,

C. tldak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun

- d memnggal dunia; _dan/atau

€. m_en_la_dl tersangka _atau terpidana.

| ( 1) |

- b meneruna pengaduan/ keluhan dari penyedia barang/j jasa, ULP dan

_ Bagian Kelima

Kewenangan

Pasal 11

Korm31 Et1k sebagmmana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang untuk

melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etlk

Jajarannya SOFPD, atau masyarakat terkait dugaan’ pelanggaran -

" ko_de etik;

. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi' terhadap laporan
'dugaan pelanggaran kode etik sehubungan dengan pengaduan yang o
diterima; : ' ' }

. mengolah dan/ atau menganahsxs pengaduan yang d1ter1ma

e. melaksanakan pemerlksaan atas pengaduan yang d1ter1_ma,

f. melaksanakan pemanggﬂan terhadap persoml ULP. dan pihak .

B terkalt

. memla; ada/tidaknya pelanggara.n kode etik oleh pei'sonil ULP, baik
'yang dllaporkan oleh penyedia barang/j jasa, kuasa atau waklh'lya o

baik Iangsung ‘maupun tidak Iangsung atau perusahaan yang

mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa atau masyarakat-

dan/ atau yang d1pertanyakan oleh pejabat struktural

. membenkan rekomendasi pembenan sanksi atas pelanggaran kode

etlk yang dllakukan oleh personil ULP "untuk d1tetapkan oleh kepala
ULP atau pejabat yang diberikan kewenangan



(2)

o -.(1). -

@

. 1 melapbrkan haSil tugas kewenangan da.n tanggung Jawabnya -

kepada Kepala Daerah
_] membuat rekomendasi dan melaporkan kepada APIP apablla' '-

terhadap Iaporan pelanggaran ‘kode - et1k dlduga mengandung:.

keruglan negara '

Laporan Komlsl Etik sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

“huruf i dan j mengenai pelanggaran kode etik persoml ULP bersifat

: raha51a dan terbatas

Baglan Keenam |
| Sekretarlat .

Pasal 12

=Untuk memperlancar pelaksanaa.n tugas Komls1 Enk dibentuk .'

. sekretanat secara ex—oﬁiczo yang berkedudukan d1 In3pektorat

Sekretariat Komisi Etik sebageumana dunaksud pada ayat (1)

o ggmempunyal tugas :

a. menyusun dan mengajukan keg:latan dan anggaran Korms1 Etlk

b.. melaksanakan surat menyurat Komisi Etlk

- 'u'n' *-ﬁrb Q e

o memuat

_melaksanakan keglatan admmlstras1 dan keuangan Kcmisi E=t1'k; _
. melaksanakan tugas kepamteraan 31dang Kom131 Etlk |
memper31apkan putusan Komisi Etik; | o
mengarmpkan hasil 31dang dan keputusan sxdang KOInlSl Etlk

. menyusun laporan KOII’llSl Etlk dan/ atau

. melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Komls1 E’uk

BABV
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
Baglan Kesatu '_ o

- Tata Cara Pengaduan

Pasal 13

"L.aporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etlk harus o

Ny a. 1dent1tas pelapor/ KTP;

- b. uralan masaiah yang men_;ad1 dasar laporan




c. alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti;

d. ditandatangani oleh peiapor;

- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dﬂaksanakan oleh sekretariat Komisi Etik.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pengaduan atau Temuan

Pasal 14

- Peme_rik'saén atas dasar, pengaduan dari masyarakat, laporan SOPD, media

a.
.b-

'massa, dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

Komisi etik menerima|laporan dugaan pelanggaran kode etik;
Komisi Etik menyusun telaahan atas laporan dugaan pelanggaran kode
etik; |

. Komisi Etik mengadal‘{an rapat Komisi Etik untuk membahas pengadtian;

d. Rapat Komisi Etik membahas pengaduan dan membuat kesimpulan

layak atau tidak 1ayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

. Komisi . Etik menghentikan proses penahganan pengaduan apabila

kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya
d1sampa1kan kepada p1hak pengadu, | :

Komisi Etik menmdakla.njutl proses penanganan pengaduan apabﬂa
ke31mpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan

1} pemanggilan para pihak;

| |
2} pengumpulan bukti dan saksi;

- 3) pemeriksaan bukti dan saksi; dan

4) pemeriksaan terlapor.

. Komisi Etik memeriksa, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak

ada pelanggaran terhadap kode etik;

. Komisi Etik dalam putusannya mencantumkan sanksi yang dijatuhkan

kepada personil ULP yang melanggar;

i Putusan Komisi Etik dilaporkan kepada kepala ULP dengan tembusan

kepada APIP atau pejabat yang dltunjuk menetapkan pembenan sanksi

berdasarkan keputusan Komisi Etik




@

(3)

(6)

e

BAB VI __
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR
‘Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggllan

Pasal 15

- Komisi Etik memanggil secara tertulis personil ULP yang d'iduga

melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 untuk dilakukan pemenksaan

Pemanggilan oleh Korn151 Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lafna 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

~ harus sudah diterima oleh pelapor atau kuasanya dan/atau terlapor

atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan
dilakukan. 7 _

Dalam hal personil ULP yang dipanggil sebagaimaria dimaksud pada
ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemerikéaan

‘yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.

- Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat

pemanggﬂan kedua‘ “personil ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |
tetap tidak hadir dianggap telah melanggar kode etik.
Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Komisi Etik memberikan rekomendasi kepada Kepala ULP
agar personil ULP dikenakan sanksi.

Bagian Kedua

Tata|Cara Pemeriksaan Terlapor

Pasal 16

- Komisi etik dalam melakukan pemeriksaan dapat bertindak -proaktif

ataupun berdasarkan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

'Pemerlksaaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dﬂakukan secara

o _tertutup yang diketahui dan dihadiri oleh personil ULP yang d}duga

'- melakukan pelanggaran kode etik dan Komisi Etik.




(3) Personil ULP yang diperiksa karena diduga melak_uké.n 'pelang.garan

| -

. kode etik'wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komis_i Etik.”

| (4) Personil ULP yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang
. digjukan oleh Komisi Etik dianggap mengakui pelanggaran kode etik
- yang didugakan kepadanya. ' .

- [5_) . Hasil pemeriksaan ‘sebagairnana dimaksud pada ayat (1) di_tuangkan E |

" dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

BAB VII
PENEGAKAN SANKSI

: Pasal 17
{1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada personil ULP melakukan .
pelanggaran : ' |

a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah

melakukan pelanggaran,
b. sanksi administratif berupa:
1) teguran tertulis;
2) rekomendasi mutasi dari ULP;

(2) Personil ULP yang telah dikenakan sanksi moral tidak bersedia

'ineny_az_npaikan pe:rmohonan ‘maaf secara tertulis dapat dijeﬁ:uh_i

hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peratufan

perundang-undangan yang berlaku.

n BAB VIII : |
ALUR KERJA PENANGANAN KASUS OLEH KOMISI ETIK

Pasal 18
Alur kerja penanganan kasus oleh komisi etik sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupatl int rnulal berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar set1ap orang mengetahumya, . memermtahkan pengundangan
peraturan Bupati i dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Boalemo

D1tetapkan di Tllamuta
Pada tanggal 3 D&Mbtf ' 2018

Dlundangkan dl Tﬂamuta
Pada tanggal 2 Oe%“bz“ 2018




- LAMPIRAN: . PERATURAN BUPATI BOALEMO
¢ NOMOR : @b TAHUN 2018
o TANGGAL . 3 DeSember - 2018 |
~ 'TENTANG . : KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
' PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

' ALUR KERJA PENANGANAN KASUS OLEH KOMISI ETIK

PENDAHULUAN

1 Komisi Etik bekeija untuk memastxkan tidak ada personll ULP yang:

- melanggar kode  etik. . Bﬂamana terbukti ada pelanggaran yang. dimaksud -

o maka segera diambil ‘penanganan terhadap persoml yang bersangkutan_; )
= sesual dengan ketentuan yang ada : - :

' 2 .K()mlSl Etik bekeij}a untuk melmdungl dan. men_]aga nama balk ULP. Dalam o
~hal 1n1 maka Komisi Etik - akan- bertindak . cepat ‘dengan melakukan -
' _pemenksaan jika ada dugaan pelanggaran oleh Personil ULP schingga ULP

- tidak terbebani oleh permasalahan yang dl‘umbulkan dari pelanggaran kode o o

o et1k yang dllakukan oleh Personil ULP tersebut

- '3;_Oleh sebab itu: maka Korn131 Etik akan bekerja tldak hanya menunggu _'

~ laporan dan berbaga1 p1hak atas adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh . -

Personil ULP namun- juga -akan secara aktif bekerja Jlka memperoleh
mformam adanya dugaan pelanggaran tersebut

4 Informa31 adanya dugaan pelanggaran kode etlk oleh Personﬂ ULP dapat o
berasal darl o

a. Penanganan kasus pldana yang mehbatkan Persoml ULP yang dllakukan_ o |

oleh Kepohslan

b Penanganan kasus admlmstram pemenntahan yang mehbatkan Persoml.-
ULP yang dllakukan oleh APIP (msepektorat atau BPKP) -

c Pembentaan medla atas kasus yang mehbatkan ULP atau persoml ULP

d Informas1 tldak langsung (rumor) yang dlanggap Sangat mengganggu S

kred1b111tas Personﬂ ULP maupun ULP secara kelembagaan

5. Setlap Anggota Korn1s1 Etik dapat meminta sidang Etik _|1ka memperoleh- g

informasi terkait adanya dugaan pelanggaran kocle etik yang ‘berasal dan

keempat sumber di atas -



ALUR PENANGANAN KASUS

1. Alur Penanganan Kasus Jika Ada Pengaduan

Pengaduan Resmi oleh Pihak yang
Mengetahui adanya Dugaan Pelanggaraan
- Kode Etik

Diterima Sekretariat

Verifikasi
Kelengkapan

Jika tidék lengkap maka He;kas
:dikembalikan dan laporan tidak -
dapat dilanjutkan

Administrasi

Jika bekas lengkap maka
disampaikan ke Komisi Etik untuk . -

ditindaklanjuti

Pemanggilan

- Jika tidak hadir hingga 2 kali, maka
~-terlapor dianggap mengakui
melakukan pelanggaran

Terlapar

Jika hadir maka akan dilakukan
pemeriksaan

Proses pemeriksaan : para

: Pemanggilah

Pelapor

pihak, alat bukti

Putusan Komisi Etik




2. Alur Penanganan Kasus Jika Ada Rumor atau Pemberitaan Media

Anggota Komisi Etik
Menemukan Adanya Rumor
atau Berita di Media

Sidang Pendahuluan yang Dihadiri
Setidaknya 3 Anggota

} Pemanggilan ke Terdugé dan Pafa 1
: Pihak yang Dianggap Mengetahui
adanya Dugaan Pelanggaran

lika tidak terbukti maka :

Nama baik personil yang
bersangkutan dipulihkan
Merekomendasikan ke ULP
untuk menindaklanjuti /

lika terbukti, salah satu anggota -

sidang pendahuluan melaporkan

ke sekretariat untuk dilanjutkan
ke sidang komisis etik

3. Jlka ada kasus terkait Personil ULP yang sedang dltangam oleh Kepohman
atau APIP maka salah satu anggota Komisii Etik memmta sekretariat untuk

menylapkan Sidang Etik

DARWIS MORIDU -



